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ABSTRAK 

Sebagai perwujudan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Negara diberikan kuasa untuk 

menjalankan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan terhadap bumi, air dan kekayaan 

alam Indonesia dengan tetap memperhatikan kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat 

tersebut dapat dimanifestasikan melalui pembangunan jalan tol sebagai upaya 

memberikan kenyamanan dan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan umum. Agar tetap 

memperhatikan kemanfaatan bagi pemilik tanah, maka pemerintah memiliki solusi 

dengan melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masalah yang timbul 

kemudian dari pengadaan tanah yaitu terjadinya beberapa penolakan dari masyarakat 

yang menilai bahwa kurangnya konsultasi dari pemerintah terhadap masyarakat yang 

terkena dampak dari pembangunan jalan tol itu sendiri. Permasalahan yang menjadi 

objek penelitian diantaranya : (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan 

jalan tol di Kabupaten Lima Puluh Kota, (2) Penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk 

pembangunan jalan tol di Kabupaten Lima Puluh Kota, (3) Partisipasi masyarakat dalam 

penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Lima 

Puluh Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

sosiologis ataupun empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer adalah data yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder, sumber data sekunder 

mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  
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